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BUPATI ACEH BESAR

Menimbang: a- bahwa berdasarkan Pasal 2A7 Peraturan Menteri Datam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk lerakhir
kali dengan Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 21 Tahun2OII, ketentuan batas jumlah Spp-Up dan Spp-GU
sebagaimana dimaksud dalam pasar rgg dan pasal 2oo
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan tanggal
15 Januari 2013, perihal Mohon penambahan Jumlah u"trg
Persediaan. srrrat Kepala sekretariat Majelis pendidikan
Daerah tanggal 28 Januari 2oLg, perihal permohonan
Penambahan uang Persediaan {up). surat Inspektur tanggal 1
Februari 2013, perihal Mohon penambahan Jumlah u"rrg
Persediaan (uP). surat Kepaja Dinas pengairan tanggal 4
Februari 2013, perihal Mohon penambahan Jumlah- uang
Persediaan (UP). Surat Kepala BKS, pp dan pA tanggal 4
Februari 2or3, perihal Mohon penambahan Jumrah-uang
Persediaan (uP). surat Kepala Dinas Bina Marga Dan cipta

. Karya tanggal 7 Februari 2OIg, perihal Mohon Penambahan
Jumlah Uang Persediaan. surat Kepala Dinas perhubungan,
Komunikasi, Informasi Dan Telematika tanggal r Februari
2OI3, perihal Penambahan Up;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam
suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor T (Drt) Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan wilayah Propinsi sumatera utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19s6 Norrror 5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor IO92\;

2. undang-U*dang Nomor 2g rahun Lggg rentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaratr-N"g".". Republik
Indonesia Nomor 3S51);

3" undang-undang 
{ }tr



3. undang-undang Nomor 44 Tahun J,ggg rentang
Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 172, Tar*tbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor rz rahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik krdonesia t"hrr' zdos
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

5. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republit
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Gmbar., N"g*"
Republik Indonesia Nomor a355);

6. undang-undang Nomor 1s rahun 2oo4 Tentang pemeriksaan
Pengelolaan . dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo+ Nomor-66,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
aaoQ;

7. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 Tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah oaeiatr
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor
126, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38l;

8. undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tarnbahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor a6$l;

9. undang-undang Nomor a2 Tahun 2oo4 Tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negar.a Republik Indonesii
Tahun 2oo4 Nomor r2s, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 44srl, sebagaimana tEurr
beberapa kali diubah kedua kali terakhir dEngan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2oag tentang pemerintahan DaerJh
(Lembaran Negara Republik Indonesia t"hrrtt 2o0g Nomor s9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

lo.Peraturan Pemerintah Nomor s5 Tahun 2oo5 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia -Tahun
2oo5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSTSI;

L l.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo5 tentang standarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oos Nornor 49, Tambahan Lembaran

_ _ Negara Republik Indonesia Nornor aSO3);
l2.Peraturan Pemerintah Nomor Sg iahun 2005

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 'J_4O, Tambah-an

Tentang
Republik

Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomclr aSZSI;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan peraturan Menteri Datam
Negeri Nomor 2l Tahun 2OIl.

l4.Peiaturan Menteri Dalam nlegeri Nomor LT Tahun 2oo1
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah;

15.Q1nun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Taiun 2006 Tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar(Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2006,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

16. Qanun.



16.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan
sekretariat Dewan Perwakilan alqyat Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor
2l;

17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kecamatan
dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2008 Nornor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4);

18.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2OIO Tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja sekretariat Lembaga
Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2OIO Nomor T, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4);

l9.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2O1O Tentang

i;trf H,,*il"f#K "if# ffi "*:;:, ?l?l"llxrir 3
Dinas dan Lembaga Teknis Dnerah Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2oro Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 12);

2O.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2OIL Tentang
perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar . Nomor 3
Tahun 2oo9 tentang Pembentukan susunan organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2or2 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

2l.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2013 Nomor 1).

22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2OL2 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaqja Kabupaten
Aceh Besar Tahun Anggaran 2olg (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

MCNETAPKAN:PERATURAII BUPATI ACEH BESAR TENTANG PDRUtsAI{AIT
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 1 TAIIUN
2013 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDI}TAI.I
(SPP.UP} DAN TATA CARA PENGA"IUA}I SURAT PERMIITTAAIV
PEMBAYARAI{ GANTI UAITG PERSEDIAAN (SPP.GU} DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBA}IAN UANG
PERSEDIAAN (Spp-TUl TAIIUIII AIrciCiARAIt 2At3

Pasal 1

untuk pengisian Kas pada setiap sKpD, dapat diajukan spp-up
sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti uang
Persediaan dapat di4fukan SPP-GU.

Pasal 2

Penetapan jumlah uang Persediaan (up) setahun adalah sebesar
! I tz (satu per duabelas) dari jumlah pagu €mggaran program
Kegiatan Setiap SKPD (Kegiatan Rutin).

Pasa-l 3 *p



Pasal 3

Jumlah perhitungan perubahan Uang Persediaan (UP) Tahun
Anggaran 2OI3 untuk setiap SKPD sebagaimana tercantum pada
lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan
apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungiawabkan
sekurang*kurangnya 75%o (tujuh puluh lima persen) dari dana
Uang Persediaan yang telah dicairkan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persedian belum mencapai 75%o
sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan
untuk kebutuhan yang sangat rnendesak, narnrln sisa dana
untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka SKPD dapat
mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 6

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada
bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus
disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya
tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

(1) Ikiteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

b. sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya:
1. Penanggulangan bencana alam
2. Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan

sebelumnya;
c. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap

stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. digunakan paling lama 1 (satu) btl.gt sejak tanggal SP2D
diterbitkan dan bendahara pengeldaran harus membuat
pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU
dimaksud;

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat
lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepaqiang sisa
tahun anggararl be{alan.

Pasal 8

Batasan jumlah pengqjuan SPP-TU harus mendapat persetujuan
dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan.

Pasal 9



Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan uang persediaan {spp-Tu) tidak
habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan
uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus
disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota.Jantho
pada tanggal ll Februari 2013 M

3o Rabi'ul Awal L434 H

I

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal t( Februari 2013 M

?o Rabi'ul Awal 1434 H

\ snxnETARrs DAERAH,u 
G)r{S

ZVLKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2OT3 NOMOR 5



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

Nomor .3 TAHUN2013
Tanggal : tl Februari 2013 H

30 pabi'ul Awal 1434 M

PENETAPAN JUMTAH UAN6 PERSEDIAAN (UP} SKPD KABUPATEN ACEhI BESAR AHUN ANGGARAN 2O'T

No KODE SKPD SKPD JUMLAH (RP )

5 1.03.02 DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA 150,000,000

6 t.o3.o3 DINAS PENGAIRAN 200,o00,a00

8 1.07.01 DI NAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA 102,000,000

TI 1.12.07 BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA 290,000,000

19 1.20.07 INSPEKTORAT 100,000,000

49 1.20.38 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAEMH 50,000,000

55 2.01.03 DINAS PETERNAKAN A 100,000,000

i. ,:BESAR,P
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